
 

 

 
 

BUPATI KUTAI BARAT 
 

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT 
NOMOR 28 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 17 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Tahun 2013. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten 
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3962); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukkan Peraturan Perundang – Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4741); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03); 

13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008  Nomor 06, 
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 
Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 22); 

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kutai Barat 2011-2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 03); 

15. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 2011  Nomor 04).  

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 
050/200/II/BANGDA/2008 Tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat; 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten 
yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah; 

4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing; 

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat; 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku 
pengelola barang milik Daerah;Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah untuk    periode 1 (satu) Tahun Anggaran. 
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BAB II 
PENETAPAN RENCANA KERJA 

Pasal 2 
 

(1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2013, sebagaimana data terlampir yang merupakan satu kesatuan dan tidak 
dapat dipisahkan dari Peraturan ini; 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu 
tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2013. 

 
Pasal 3 

 
(1) RKPD Tahun 2013 merupakan dasar penyusunan rancangan APBD Tahun 

2013 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas 
Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaannya. 

(2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : 

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana 
Anggaran Satuan Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran  Tahun 2013; 

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013. 

 
Pasal 4 

 
Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2013 : 

a. Pemerintah menggunakan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan 
kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 dalam 
melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 
Pasal 5 

 
(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan 

tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian 
tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program; 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati 
c.q. Kepala Bappeda yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur 
Inspektorat dan Kepala Bagian Keuangan Setkab paling lambat 14 (empat 
belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis 
dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
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Pasal 6 
 
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013 hasil pembahasan bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah          
Tahun 2013. 

 
BAB III 

PENUTUP 

Pasal 7 
 
Dalam hal RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 hasil pembahasan 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
 

Pasal 8 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten                
Kutai Barat. 
 
 

ditetapkan di  Sendawar, 
pada tanggal, 25 Mei 2012. 

 
                    BUPATI KUTAI BARAT, 

 
 
 
 

                          ISMAIL THOMAS 
 
diundangkan di Sendawar, 
pada tanggal, 25 Mei 2012. 
 

      SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KUTAI BARAT, 
 
 
 

 
         AMINUDDIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 14. 
 
 

 
 
 
 
 

No Nama Jabatan Paraf 
1. Lung, SH Kasubag Kumdang  
2. Jannes Hutajulu, SH Kabag Hukum  
3. Ir. Finsen Allotodang, M.Si Kepala BAPPEDA  
4. Drs. Abed Nego Ass II  
5. Drs. Aminuddin, M.Si Sekda  
6. H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si Wakil Bupati  

 


